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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Sebelum memasuki era globalisasi seperti sekarang, segala aktivitas 

manusia dilakukan secara langsung mulai dari aspek komunikasi, pendidikan, 

sampai bisnis. Sejalan dengan berkembangnya zaman, perkembangan 

teknologi informasi dan elektronik mulai bertambah kuat dan mengakibatkan 

kondisi sosial berubah secara signifikan karena adanya internet. Internet telah 

mengubah dunia telekomunikasi yang sebelumnya didominasi oleh perangkat 

digital non-komputer menjadi teknologi komputer digital yang 

memperkenankan manusia agar dapat berhubungan satu dengan yang lainnya 

tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan internet saat ini 

memberikan banyak keuntungan baik secara langsung maupun tidak  langsung 

pada banyak aspek kehidupan mulai dari skala kecil hingga besar, seperti 

contohnya dalam melakukan kegiatan jual beli.  

  Ketika dua orang, yang satu bertindak sebagai penjual atau pelaku usaha 

dan yang lain sebagai pembeli atau konsumen, bertukar barang atau jasa 

disebut juga sebagai jual beli.1 Menurut Soeroso, Jual beli adalah peristiwa 

hukum majemuk yang melibatkan banyak peristiwa hukum. Dalam hal ini, jual 

beli meliputi negosiasi harga barang, penyerahan barang, dan penerimaan 

 
1 Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai”, Journal of Islamic Law Studies, 
vol. 4 no. 1 (2021), https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils, hlm. 
17. 

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils


 

 

barang.2 Pasal 1457 - Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut "KUHPerdata") mengatur perjanjian jual beli. Pasal 1457 

KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian jual beli merupakan suatu 

perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar 

barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati”. Dahulu, kegiatan 

jual beli harus dilakukan secara tatap muka antar para pihak, namun kini telah 

terdapat fitur electronic bussines yang tidak mewajibkan para pihak dalam jual 

beli melakukan tatap muka secara langsung atau yang sering disebut e-

commerce oleh masyarakat.3 

  E-commerce adalah ialah bentuk perdagangan di mana proses transaksi 

secara tradisional, yang melibatkan pertemuan antara penjual di satu tempat 

(seperti konsep pasar konvensional), diubah menjadi transaksi di mana kedua 

belah pihak dapat melakukan transaksi jual beli tanpa perlu bertemu langsung 

atau berada di lokasi yang sama (konsep telemarketing).4 Para pihak yang 

terlibat dalam melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce ini meliputi 

penjual (merchant), pembeli (card holder), lembaga perantara pembayaran 

(acquirer), penerbit surat utang (issuer), dan juga pihak berwenang dalam 

sertifikasi. Perdagangan melalui e-commerce memiliki ciri khasnya sendiri, 

 
2 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 253. 
3 Badriyah Hurriyah, Rahasia Sukses Besar Tanpa Modal, Jakarta: Kunci Komunikasi, 

2014, hlm. 3. 
4 Bagus Made Bama Anandika Berata dan IGN Parikesit Widiatedja, “Perlindungan Hukum 

terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run”, 
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, vol. 4 no. 3 (2016), 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402, hlm. 3. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402


 

 

yakni melibatkan perdagangan lintas wilayah bahkan lintas negara. Dalam 

bentuk perdagangan ini, penjual serta pembeli memiliki kemampuan untuk 

bertransaksi tanpa perlu bertatap muka secara langsung dengan memanfaatkan 

sarana internet.5 Pengaturan hukum mengenai e-commerce diatur dalam Pasal 

1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Pasal tersebut berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, ataupun 

media elektronik lainnya”. 

  Saat kita memasuki revolusi industri4.0, e-commerce membuktikan bahwa 

digitalisasi bisnis global telah berhasil dan merupakan penemuan yang sangat 

berguna bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk membeli secara 

langsung. E-commerce dikembangkan sebagai sarana untuk melakukan 

transaksi bisnis atau operasi perdagangan untuk pembelian dan penjualan 

produk dan layanan secara praktis melalui penggunaan internet. Transaksi 

dalam dunia perdagangan elektronik merupakan suatu tindakan yang memiliki 

dampak hukum. Dalam situasi ini, dapat diamati dari kesepakatan yang 

terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada umumnya tidak ada 

transaksi yang terjadi tanpa adanya kesepakatan di antara mereka. Perjanjian 

untuk membeli dan menjual barang atau jasa dapat dilakukan secara lisan atau 

tertulis, dan para pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri 

 
5 Sulistiawati et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shot Apabila 

Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar”, Kertha Semaya: 
Journal Ilmu Hukum, vol. 7 no. 4 (2019), 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168/28775, hlm. 4. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168/28775


 

 

hubungan hukum yang akan berlaku di antara mereka. Seperti halnya dalam 

transaksi jual beli biasa, perdagangan elektronik juga mengakibatkan 

kewajiban bagi kedua belah pihak terkait hasil yang dijanjikan. Implikasi dari 

kewajiban ini ialah munculnya hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi 

oleh para pihak. 

Karena para pihak dalam transaksi melalui e-commerce ini tidak saling 

bertemu, maka dibutuhkan dasar kepercayaan yang kuat satu sama lainnya agar 

transaksi dapat berjalan lancar.6 Bagi pelaku usaha, e-commerce menjadi 

alternatif yang efektif guna memperluas cakupan bisnis mereka, baik di dalam 

negeri maupun di tingkat internasional. Sementara itu, bagi konsumen, e-

commerce sangat menguntungkan karena mempermudah proses berbelanja 

mereka agar lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, e-commerce 

memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha ataupun konsumen, 

akibatnya atensi terhadap penggunaan perdagangan elektronik ini cukup tinggi. 

Indonesia pada tahun 2018 berhasil memperoleh nilai pertumbuhan sebesar 

78% yang menjadikannya posisi teratas di antara 10 negara dengan 

perkembangan dan laju pertumbuhan e-commerce paling tinggi. Sementara 

Meksiko mendapatkan peringkat kedua dengan pertumbuhan sebesar 59%. 

Peningkatan jumlah transaksi yang signifikan secara online (baik transaksi 

maupun jual beli) diindikasikan karena meningkatnya pengguna e-commerce 

di Indonesia yang berdampak pada angka pertumbuhannya di negara ini. 

 
6 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita 

Mulyasari, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 23. 



 

 

Menurut Analytic Data Advertising (ADA), angka tersebut akan terus 

meningkat tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena aktivitas belanja online 

masyarakat yang terus meningkat sebesar 400% sejak Maret 2020 akibat 

dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan dari Bank Indonesia, data 

transaksi pembelian barang secara online melalui e-commerce oleh masyarakat 

Indonesia mencapai 98,3 juta transaksi pada Maret 2020, angka tersebut 

meningkat sebesar 18,1% dari bulan sebelumnya. 

Dengan berkembangnya perdagangan elektronik melalui e-commerce di 

Indonesia, pemerintah menjadikan sektor ini sebagai alternatif dalam 

mengatasi kekurangan pajak karena adanya pelambatan ekonomi. Faktor yang 

menjadikan e-commerce menjadi pilihan banyam masyarakat Indonesia antara 

lain yaitu: 

1. E-commerce meningkatkan aktivitas transaksi lintas daerah dan memiliki 

potensi untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar. 

2. E-commerce kaya akan informasi dari produk dan jasa yang ditawarkan 

dengan banyaknya perbandingan harga yang diberikan. 

3. E-commerce memiliki pendistribusian informasi yang cepat dan tepat, serta 

memiliki efisiensi waktu yang tinggi, biaya rendah, dan informatif baik dari 

pihak penjual maupun pembeli. 

4. E-commerce banyak menawarkan diskon, promo, dan penawaran khusus 

bagi konsumen sehingga pembelanjaan menjadi lebih ekonomis. 

5. E-commerce tidak membebani biaya operasional yang tinggi sehingga 

menjadi perdagangan yang hemat biaya. 



 

 

6. E-commerce dapat meningkatkan tingkat kepuasan konsumen melalui 

pelayanannya yang cepat, sederhana, aman, dan akurat.7 

Aktivitas  jual  beli  yang  dilangsungkan  melalui e-commerce memicu 

transaksi pembayaran dilakukan secara elekrtonik juga. Mengenai sistem 

pembayaran yang bisa digunakan  untuk  transaksi melalui e-commerce 

yakni  menggunakan e-wallet, toko ritel, ATM, mobile banking atau online 

banking, kartu kredit/visa, dan transfer.8   Namun, empat puluh tujuh juta 

orang tidak memiliki akun, dan sembilan puluh dua juta orang memiliki 

akun tetapi memiliki akses terbatas ke e-banking, menurut data yang dirilis 

oleh Google. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang mereka untuk terlibat 

dalam transaksi e-commerce digital terbatas. Oleh karena itu, sejumlah 

perusahaan e-commerce Indonesia, termasuk Shopee, Tokopedia, 

Bukalapak, dan lainnya, mengembangkan mekanisme pembayaran baru 

yang disebut Cash On Delivery (selanjutnya disingkat COD). Ketika produk 

tiba di rumah, dapat menggunakan sistem COD untuk melakukan 

pembayaran tunai.9 

  Sistem pembayaran ini sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat 

yang melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce. Hal ini dikarenakan 

pembayaran ini dinilai praktis dan mudah karena tidak memerlukan edukasi 

 
7 Aan Handriani, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online”, 

Journal Pamulang Law Review, vol 3 no. 2 (2020), 
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989/5108, hlm. 128. 

8 Sena Lingga Saputera, “Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli 
Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, Jurnal Wawasan Yuridika, vol. 3 no. 2 (2019), 
https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/2019, hlm. 201. 

9 Mohanad Halaweh, “Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for E-
Commerce Transaction”, International Journal of Societechnology and Knowledge Development, 
vol. 10 no. 4 (2018), https://www.igi-global.com/gateway/article/217381, hlm. 2. 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989/5108
https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/2019
https://www.igi-global.com/gateway/article/217381


 

 

bagi konsumen yang tidak mengerti cara menggunakan metode pembayaran 

lainnya, sistem ini juga dianggap mampu untuk menghindari dan memperkecil 

kemungkinan tindak penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan 

pembayaran COD, konsumen tidak merasa khawatir jika barang tidak 

dikirimkan karena mereka belum mengeluarkan uang untuk membayar. 

  Banyak pengaruh yang dimiliki oleh pelaku usaha terhadap konsumen 

dalam metode pembayaran selain COD, yang akan merugikan banyak 

konsumen yang lebih lemah. Namun, dalam transaksi e-commerce yang 

menggunakan metode pembayaran COD, pelaku usaha adalah pihak yang 

paling dirugikan oleh tindakan konsumen yang tidak semestinya. Hal ini 

dikarenakan dalam sistem ini, pelaku usaha tidak menerima pembayaran secara 

langsung dari pembeli meskipun barang telah dikirim. Konsumen sering kali 

membatalkan pembelian setelah sistem COD diterapkan sehingga kurir yang 

mengantarkan produk tidak mendapatkan bayaran secara keseluruhan dari 

jumlah yang telah disepakati di awal. Akibatnya, pelaku usaha akan mengalami 

kerugian akibat pelanggan wanprestasi, atau ingkar janji atau gagal memenuhi 

kewajiban. 

  Permasalahan dari sistem COD ini dimulai dari perubahan arti dari kata 

COD itu sendiri. Sistem pembayaran COD yang umumnya dikenal oleh 

masyarakat adalah proses transaksi di mana pelaku usaha dan konsumen harus 

bertemu di lokasi dan waktu yang telah disetujui bersama. Kemudian di sana, 

barang dapat diperiksa terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan hanya 

setelah barang sesuai dengan harapan konsumen. Sementara, arti COD di 



 

 

dalam e-commerce sebagaimana yang dikutip dari laman resmi Tokopedia 

menyatakan bahwa COD adalah suatu sistem pembayaran baru yang 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada 

kurir setelah barang diterima.10 Terlihat dari kedua arti COD tersebut, sistem 

ini mengalami perubahan arti yang kurang dimengerti oleh para konsumen 

sehingga menimbulkan banyak kasus terkait COD. Hal ini terjadi sebab 

minimnya edukasi dari pihak e-commerce kepada para pengguna sistem 

pembayaran COD. 

  Terkait hal ini, perdebatan berpusat pada bagaimana dan siapa yang 

bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh metode pembayaran 

COD, mengingat belum adanya aturan yang mengaturnya. Meskipun Pasal 60 

Ayat (3) PP PMSE hanya menyebutkan bahwa pembayaran melalui sistem 

elektronik dapat dilakukan melalui perbankan atau metode pembayaran 

elektronik lainnya, yang menandakan bahwa peraturan ini tidak mengatur 

sistem pembayaran COD sebagai salah satu pembayaran melalui sistem 

elektronik, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau yang biasa disebut 

dengan PP PMSE, mengatur secara umum mengenai perlindungan para pihak 

dalam transaksi elektronik. 

 
10 Admin, “Cash On Delivery, Aktifkan Bayar di Tempat Dijamin Aman!”, 

https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-bayar-di-tempat/, diupload tanggal 21 November 2022, 
diakses tanggal 14 Agustus 2023 pukul 16:00 WIB. 



 

 

  Contoh dari kasus pembayaran dengan sistem COD pada transaksi jual beli 

pada e-commerce yang sedang dibicarakan oleh masyarakat di media sosial 

yakni pada bulan Mei 2021,11 dimana rekaman video seorang wanita berbaju 

kuning yang memarahi dan memaki kurir yang sedang mengantar pesanan 

barang konsumen tersebut dengan sistem pembayaran COD. Konsumen 

tersebut terlihat sedang adu mulut dengan kurir karena pesanannya tidak sesuai 

dan telah membuka bungkusan dari paketnya. Alhasil konsumen tersebut pun 

mengembalikan barangnya dan tidak mau membayar dan menerima pesanan 

tersebut sebab merasa dirugikan jika membayar. Kurir sendiri telah berusaha 

memberitahu dan meyakinkan mengenai sistem komplain yang dapat 

digunakan pada aplikasi e-commerce namun konsumen tetap tidak mau 

memenuhi kewajibannya yaitu membayar. Dalam kasus lain terkait 

pembayaran COD ini, terdapat pula konsumen yang menuliskan alamat tidak 

jelas, memberikan nomor telepon yang tidak dapat dihubungi, maupun 

menuliskan alamat yang salah, sehingga ketika kurir sampai ke lokasi tujuan, 

konsumen tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggungjawab terhadap 

pesanannya. 

  Kejadian ini mengarah pada kesimpulan bahwa konsumen gagal 

menegakkan hak-hak konsumennya sebagaimana digariskan dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Akibatnya, pihak kurir terpaksa mengembalikan barang kepada pelaku usaha 

 
 11 Ade Indra Kusuma, “Kurir COD Kembali Dimaki Costumer, Ibu ini Tolak Bayar Paket”, 
Kompas TV, https://www.kompas.tv/entertainment/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-
ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan, diupload tanggal 16 Mei 2021, diakses 
tanggal 7 September 2023 pukul 19:50 WIB. 

https://www.kompas.tv/entertainment/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan
https://www.kompas.tv/entertainment/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan


 

 

dalam keadaan sudah tidak terbungkus lagi, dan pelaku usaha akan mengalami 

kerugian berupa biaya pengemasan dan pengiriman yang sudah dibayarkan 

sebelumnya kepada perusahaan ekspedisi. Atas tindakan konsumen yang tidak 

bertanggung jawab dan tidak mengikuti prosedur sistem pembayaran COD 

tersebut, pelaku usaha jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan 

haknya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengenai hak pelaku usaha untuk mendapatkan 

pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

  Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan mengkaji lebih lanjut 

secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Akibat Hukum bagi 

Pelaku Usaha atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-

Commerce dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam bentuk skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam 

perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan sistem Cash On 

Delivery (COD)? 



 

 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh 

konsumen dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan sistem 

Cash On Delivery (COD)? 

 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha 

atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan 

sistem Cash On Delivery (COD). 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa 

wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli 

melalui e-commerce dengan sistem Cash On Delivery (COD). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam 

perjanjian jual beli dan menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai 

data sekunder dan referensi untuk peneliti berikutnya secara khusus 



 

 

mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam 

perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan sistem Cash On Delivery 

(COD). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelaku Usaha 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemahaman tambahan bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian 

akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui 

e-commerce dengan sistem Cash On Delivery (COD). Penelitian ini 

juga dapat memberikan metode lain untuk menyelesaikan sengketa 

ketika wanprestasi terjadi. 

b. Bagi Konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, 

dan pemahaman bagi konsumen. Dalam rangka membantu 

konsumen yang terlibat dalam perjanjian jual beli melalui e-

commerce dalam sistem Cash On Delivery (COD) untuk memahami 

dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta mencegah terjadinya 

wanprestasi di antara para pihak. 

 

 

c. Bagi Pihak Ekspedisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

informasi pada pihak ekspedisi agar para kurir yang mengantarkan 



 

 

barang ke konsumen tidak mengalami hal-hal yang merugikan 

sebagai orang ketiga dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce 

dengan sistem Cash On Delivery (COD). 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas 

wawasan berpikir masyarakat agar lebih menyadari akan hak dan 

kewajibannya dalam perjanjian jual beli dan agar tidak ada lagi 

pihak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan sistem Cash 

On Delivery (COD). 

e. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pemerintah pusat yaitu kementerian perdagangan dan pemerintah 

daerah yaitu dinas perdagangan mengenai akibat hukum bagi pelaku 

usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui e-

commerce dengan sistem Cash On Delivery (COD), dan agar 

pemerintahan terkait dapat mengambil langkah lanjutan terhadap 

pelaku usaha yang dirugikan akibat wanprestasi konsumen. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah kajian hukum 

perdata khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum bagi pelaku usaha atas 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan sistem Cash 



 

 

On Delivery (COD) dan penyelesaian sengketa atas wanprestasi yang 

dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce 

dengan sistem Cash On Delivery (COD). Hal ini didasarkan pada identifikasi 

masalah yang penulis kemukakan di atas. Hal ini juga membantu agar 

penulisan skripsi ini lebih terarah dan menghilangkan kemungkinan 

pembahasan yang menyimpang atau terlalu jauh dari pokok permasalahan yang 

diteliti. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penyelesaian Sengketa 

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau 

pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab 

terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk 

mengakhiri sengketa tersebut. Menurut Richard L. Abel, sengketa 

merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras 

(inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam literatur, 

Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. 

Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan 

Jeffrey Z. Rubin dalam bukunya yaitu persepsi mengenai perbedaan 

kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan 

kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan 



 

 

bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara 

simultan.  

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan bahwa terdapat 

5 teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu bertanding (contending) 

yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah 

satu pihak atas pihak yang lainnya, mengalah (yielding) yaitu 

menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari 

yang sebetulnya diinginkan, pemecahan masalah (problem solving) 

yaitu mencari alternatif, menarik diri (with drawing) yaitu memilih 

meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis dan 

terakhir yaitu diam (in action) yaitu tidak melakukan apa-apa. 

Keterkaitan teori penyelesaian sengketa dengan skripsi ini yaitu 

untuk membahas dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk 

penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen 

dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan sistem Cash On 

Delivery (COD). 

2. Teori Perjanjian 

Istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “ovreenkomst” 

dalam bahasa Belanda atau istilah “contract” dalam bahasa Inggris. 

Dalam bahasa Indonesia sendiri kata perjanjian menunjukan adanya 

makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah 

sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang 

diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu 



 

 

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam 

mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan 

suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain 

berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Selanjutnya menurut Van 

Dunne, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan suatu perjanjian dengan akibat hukum.12 Di dalam 

KUHPerdata, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pada Pasal 

1313. Pasal tersebut menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih”. 

Dalam menjalankan suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh para pihaknya. Suatu perjanjian baru sah dan 

karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah 

sesuai hukum yang berlaku. Syarat tersebut diatur pada Pasal 1320 

KUHPerdata yang mengatakan bahwa ada 4 syarat sah perjanjian, 

syarat tersebut ialah terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak, 

adanyan kecakapan berbuat dari para pihak, suatu hal tertentu dan 

adanya klausa yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-

syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang 

mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan 

 
 12 Salim H. Sidik, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 
hlm. 161. 



 

 

syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek 

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Peneliti menggunakan teori perjanjian ini sebagai dasar untuk 

membahas serta menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha atas 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce dengan 

sistem Cash On Delivery (COD). 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan ilmu yang menguraikan taktik, prosedur, dan 

tindakan yang harus diikuti dalam penyelidikan secara metodis dan masuk akal 

untuk mempertanggungjawabkan kebenaran.13  Adapun metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah 

penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mengkaji 

berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.14 

Metode penelitian ini dinamakan juga dengan penelitian hukum 

 
 13 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 18. 
 14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 202.  



 

 

doktrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan (library 

research) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi sumber-sumber bahan 

kepustakaan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi.15 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu cara penelitian yang 

berfokus pada bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-

undangan sebagai bahan dasar acuan dalam melakukan penelitian. 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi.  

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian 

hukum yang menitikberatkan pada sudut pandang analisis dalam 

pemecahan isu hukum dengan memandang aspek konsep hukum 

yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini umumnya digunakan 

untuk mengkaji konsep-konsep yang terhubung dengan penormaan 

dalam undang-undang, untuk memahami apakah konsep tersebut 

 
 15 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, 
hlm. 3. 



 

 

telah sesuai dengan dasar-dasar konsep hukum yang melandasi 

mereka.  

3. Jenis dan Sumber Penelitian 

Jenis dan sumber bahan hukum merupakan sarana dan bahan-bahan 

hukum dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan dan 

memberikan persepsi terkait permasalahan yang ada. Bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier merupakan 

jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum 

yang mencakup semua hukum, peraturan, dan regulasi yang telah 

ditetapkan oleh organisasi dengan otorisasi yang diperlukan. Pada 

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 



 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer,16 seperti contohnya yaitu 

literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, maupun makalah yang 

berhubungan dengan topik terkait. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier atau dokumen-dokumen hukum yang 

diklasifikasikan sebagai tersier memberikan petunjuk dan penjelasan 

yang berkaitan dengan teks-teks hukum primer dan sekunder.17 

Penulis penelitian ini menggunakan banyak kamus bahasa asing, 

kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini meliputi 

studi dokumen dan buku-buku, serta bantuan dari media elektronik, 

khususnya internet. Dalam rangka mengumpulkan dan mengevaluasi 

fakta-fakta primer dan sekunder mengenai permasalahan yang dibahas, 

dilakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-

hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

 
 16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 
2014, hlm. 52. 

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram Press, 2020, hlm. 62. 



 

 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di 

Indonesia. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik analisis yang bersifat kualitatif. Maksud dari penggunaan 

teknik tersebut adalah untuk memberikan gambaran terhadap 

permasalahan yang ada dengan merujuk pada pendekatan normatif. 

Pada teknik ini data-data yang diperoleh adalah data sekunder yang 

akan dihimpun, diteliti dan dipelajari secara keseluruhan sehingga 

membentuk uraian yang bersifat deskriptif dan analitis sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teknik deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan 

dari pembahasan yang bersifat umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau 

prinsip-prinsip dimana kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. 
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